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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan penggunaan internet di
Indonesia yang membuktian bahwa masyarakat semakin sadar akan teknologi,
salah satunya pada aktivitas jual beli secara onl/ine. Dalam jual beli secara online
terdapat berbagai macam metode pembayaran, salah satunya adalah Cash on
Delivery atau yang sering disebut dengan COD. COD menjadi metode pembayaran
yang sering digunakan karena kemudahannya. Namun, dalam implementasinya,
COD sering menimbulkan berbagai tantangan, yaitu penolakan pembayaran yang
dialami oleh kurir sebagai pihak perantara, sehingga diperlukan jaminan
perlindungan hukum yang pasti agar kurir dapat bekerja dengan aman tanpa rasa
kekhawatiran.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembayaran
Cash on Delivery (COD) di Kabupaten Tulungagung?, 2) Bagaimana pandangan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap
perlindungan hukum bagi kurir mengenai penolakan pembayaran Cash on Delivery
(COD) di Kabupaten Tulungagung?, 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi kurir
terhadap penolakan pembayaran Cash on Delivery (COD) di Kabupaten
Tulungagung menurut akad wakalah?. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian
ini adalah 1) untuk mengetahui praktik pembayaran Cash on Delivery (COD) di
Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengetahui pandangan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap perlindungan hukum bagi kurir
mengenai penolakan pembayaran Cash on Delivery (COD) di wilayah
Tulungagung. 3) Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kurir
terhadap penolakan pembayaran Cash on Delivery (COD) di wilayah Tulungagung
menurut akad wakalah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan
jenis penelitian studi kasus. Tenik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa pengamatan, observasi dan wawancara, sedangkan teknik
analisa data menggunakan metode analisis deskriptif.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pembeli yang melakukan
penolakan pembayaran COD dengan alasan tidak memiliki uang, paket tidak sesuai,
tidak sengaja memesan, atau pembelinya no respon. 2) Kurir selaku perantara wakil
dari perusahaan sekaligus perantara antara penjual dengan pembeli sering
menghadapi risiko kerja, seperti konflik dengan pembeli berupa intimidasi,
kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik akibat penolakan pembayaran.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan kurir, termasuk
memberikan fasilitas perlindungan kerja dan mekanisme pengaduan. Namun, tidak
semua kurir berstatus sebagai pekerja tetap, status kerja kurir sebagai mitra atau
freelance sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. 3)
Ditinjau dari akad wakalah, kurir sebagai wakil perusahaan memiliki hak atas
perlindungan keselamatan yang wajib dipenuhi oleh pemberi kuasa (muwakkil).
Prinsip keadilan dan fa'awun dalam hukum Islam mengharuskan perusahaan
mengambil langkah preventif terhadap risiko yang dihadapi kurir. Meski akad
wakalah tidak menjamin perlindungan mutlak, tanggung jawab hukum dan moral
tetap ada pada perusahaan, terutama ketika kurir mengalami kerugian akibat tugas
yang diberikan.
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ABSTRACT
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Tulungagung District), Department of Sharia Economic Law, UIN Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024, Supervisor: Dr. Dian Ferricha, S.H.,
M.H.
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This research is motivated by the increase in internet use in Indonesia which
proves that people are increasingly aware of technology, one of which is online
buying and selling activities. In online buying and selling, there are various
payment methods, one of which is Cash on Delivery or often referred to as COD.
COD is a payment method that is often used because of its convenience. However,
in its implementation, COD often poses various challenges, namely the refusal of
payment experienced by couriers as intermediaries, so that a guarantee of definite
legal protection is needed so that couriers can work safely without worry

The formulations in this study are: 1) What is the practice of Cash on
Delivery (COD) payment in Tulungagung Regency?, 2) What is the view of Law
Number 13 of 2003 concerning Manpower on legal protection for couriers
regarding the refusal of Cash on Delivery (COD) payments in Tulungagung
Regency?, 3) What is the legal protection for couriers against the refusal of Cash
on Delivery (COD) payments in Tulungagung Regency according to the wakalah
contract?. The objectives of this study are 1) to find out the practice of Cash on
Delivery (COD) payments in Tulungagung Regency. 2) To find out the views of Law
Number 13 of 2003 concerning Manpower on legal protection for couriers
regarding the refusal of Cash on Delivery (COD) payments in the Tulungagung
area. 3) To find out about the legal protection for couriers against the refusal of
Cash on Delivery (COD) payments in the Tulungagung area according to the
wakalah contract.

The research methods used by the researcher are qualitative methods and
case study research types. The data collection techniques used in this study are in
the form of observation, observation and interviews, while the data analysis
technique uses a descriptive analysis method.

The results of the study show that: 1) There are buyers who refuse to pay
COD on the grounds that they do not have money, the package is not suitable, they
did not intentionally order, or the buyer has no response. 2) Couriers as
intermediaries representing the company as well as intermediaries between sellers
and buyers often face work risks, such as conflicts with buyers in the form of
intimidation, verbal violence, and physical violence due to refusal of payment.
Under the Labor Law, companies have a responsibility to ensure the safety of
couriers, including providing work protection facilities and complaint mechanisms.
However, not all couriers have the status of permanent workers, the status of
couriers as partners or freelancers is often an obstacle in the implementation of this
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protection. 3) Judging from the wakalah contract, the courier as a representative of
the company has the right to safety protection that must be fulfilled by the power of
attorney (muwakkil). The principles of justice and ta'awun in Islamic law require
companies to take preventive measures against the risks faced by couriers. Although
the wakalah contract does not guarantee absolute protection, legal and moral

responsibility remains with the company, especially when the courier suffers losses
due to the task given.
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